
Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Parpol dan UU
Pilkada

Jakarta, 7 Juni 2017 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materill Pasa1 40A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang seto Pasa1 23 ayat (2). Pasa1 23 ayat (3)
dan Pasa1 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Salasa (07/06) puku1 13.30 WIB of ruang SIdang MK dengan agenda
Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 241PUU-XW20t7 ini dialukan
o1eh H. Djan Fandz seiaku Ketua Urnum DPP PPP berdasarkan Akta Nomor 17 Tangga1 7 November 2014
tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar Vlll

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (2415). Pemohon meresa dirugikan haknya karena
seharusnya Pemohon adalah yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Urnum DPP PPP o1eh Kernenterian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kernenkumham). Namun. haltersebuttidak dilakukan Dieh Meriteri Hukum
dan HAM. walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Unkracht van gewjsde)
akibat norma Pasa! 23 ayat(2) dan ayet(3), sale Pasa1 33 UU Painol dan Pasa1 40A ayat(3) UU Pilkada

Menurut Pemohon. Pasa1 33 UU Parpol sena frasa "dan didaftarkan sena ditetapkan dengan keputusan
meriteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi inariusia" dalam Pasal
40A ayat(3) UU PIlkada telah memberIkan kernungkinan bagi Meriteri Hukum dan HAM untuk mencampuri
perselisihan internal parpol. bahkan sampailingkat meinutuskan PIhak inaria yang sah dengan mengabaikan
putusan pengadilan yang teleh berkekuatan hukum tetap. Pemohon be ranggapan. seharusnya kewenangan
meinutuskan perselisihan partai polltik merupakan kewenangan Iembaga peradilan yang meIaksanakan
kekuasaan kehakiman

,

,

MAHKAMAH KONSTITUSl
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

DAPATSEGERA DITERBITKAN

Menurut Pemohon, haltersebut secara langsung atau tidak langsung melanggar prtnsip negara hukum dan
prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka

Menanggapi delil-daiil Pemohon. Hakim Konstitusi Saldilsra mengatakan pasal yang diuji sebenarnya sudah
berkali-kali dimohon pengujian ke MK 'Uika harus dilanjutkan pengujiannya, harus menggunakan daiil yang
be toeda dari yang sebelumnya, " kata Saidi

Seiain iru Saldi menilai Pemohon tenalu menjelaskan kasusnya secara detail sehingga menjadi kasus
Konkret Padahal. kewenangan MK adalah menguji norma undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi

Sementara Itu. Wakil Ketua MK Anwar Usinari selaku pimpinan SIdang menilai petitum yang dialukan
Pemohon adalah inkonstitusional bersyarat sehingga Pemohon harus meinperkuat alasan pengujiannya
01eh karena iru harus ada alasan yang Kuat dalam petitum yang dialukan Pemohon. "leias Anwar. (Nano
Tresna Arianallul!Ibg)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konslilusiadalah salah salu pelaku kekuasaan kehakimanyang dibenlukbe, dasarkan Pasa n ang- n g
Dasar1945 perubahan keliga Pembenlukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 lentang a am a
Konstitusi
Mahkamah Konslilusibeiwenang mengadilipada lingkalpertama dan Ierakhir yang putusannya ersia Ina unu g I'
undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar, meinu!us sengkela kewenangan Iembaga negara yang ewqnang y
diberikan Dieh Undang-Undang Dasar. meinulus pembubaran partai polltik, dan meinulus perselisihan lentang asi pemi! an
urnum. sena wallb memberIkan putusan alas pendapai Dewan PeMakilan Rakyal mengenai dugaan pelanggaran o e resi
danlaiau Wakil Presiden menurui Undang-Undang Dasar

Telepon!Iaks 081,210-17.Untuk Informasilebih Ianjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konslilusi Republik Indonesia
130. pinbb'SAA23606 laman""!^


